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ABSTRAK 

Hubungan Islam dan negara menjalani tiga fase, dari fase yang 

menegangkan berupa saling mencurigai akan diskriminasi sampai fase kesadaran 

akan membutuhkan demi berdirinya negara yang sejahtera. Pemerintah mengadopsi 

politik akomodasi dalam memberlakukan hukum Islam sebagai sumber hukum. 

Fatwa DSN-MUI ditransformasikan ke hukum nasional untuk mengisi kekosongan 

hukum pada kegiatan lembaga keuangan syariah. Fatwa yang bersifat tidak 

mengikat kemudian bersifat memaksa untuk diimplementasikan. Interpretasi fatwa 

menghasilkan model kegiatan yang cenderung sama dengan produk-produk 

konvensional dan mencocok-cocokkanya dengan produk syariah. Tidaki semuai 

kebutuhani masyarakati terakomodasii dan produki yangi iada tidaki kompetitifi 

terhadapi iproduk-produki perbankani ikonvensional. iMaka dari itu, masalah 

dirumuskan menjadi (1) Mengapa terjadi transformasi fatwa-fatwa DSN-MUI ke 

hukum positif? (2) Bagaimana model transformasi fatwa-fatwa DSN-MUI ke 

hukum positif? (3) Bagaimana hambatan dan peluang transformasi fatwa-fatwa 

DSN-MUI ke hukum positif?  

Penelitianii  iniii merupakanii penelitianii pustaka (libraryii research) yang 

sumber primernya berupa instrumen peraturan lembaga keuangan syariah bentuk 

transformasi fatwa DSN-MUI yang diserap menjadi instrumen peraturan lembaga 

keuangan syariah. Data iiyang iitelah iiterkumpul dikelolahi idengan metodei 

ikualitatif, dani dianalisisi secarai ideskriptif-analisis. Data dideskripsikan 

menggunakan pendekatan yuridis-filosofis. Data dianalisis dengan politik hukum 

Islam. Negara menjamin hak beragama bagi umat Islam dengan memberikan 

akomodasi legislatif.  

Hasil penelitian ini adalah faktor eksternal dan internal fatwa DSN-MUI. 

Faktor eksternal, MUIi memilikii hubungani yangi dekati dengani ipemerintah. 

Hubungan yangi dekati ini menyebabkan fatwa DSN-MUI lebih luas berpengaruh 

lebih daripada lembaga fatwa lainnya. Faktor internal, fatwa bersifat responsif 

terhadap fenomena masyarakat yang sedang berkembang. Fatwa yang responsif dan 

akomodatif sesuai dengan konfigurasi politik demokratis Indonesia dipilih dalam 

mengisi kekosongan hukum ekonomi syariah. Bentuk transformasi fatwa adalah 

legalisasi dan substansi. Bentuk legalisasi ialah melegalkan fatwa dalam 

transformasi agar dapat merujuk substansi fatwa walaupun tidak termaktub dalam 

hasil transformasi. Bentuk substansi ialah transformasi memuat substansi fatwa 

secara keseluruhan. Transformasi fatwa dengan bentuk tersebut menyebabkan 

terhambatnya perkembangan produk-produk LKS dalam menunjukkan 

kekhususannya dari produk konvensional. Peluang transformasi fatwa ialah 

terbangunnya kesadaran mujtahid DSN-MUI untuk memberi formulasi fikih 

ekonomi yang sesuai dengan jati diri keindonesiaan, dan melakukan reformasi 

kultural sejalan dengan visinya, yaitu mesyariahkan ekonomi masyarakat. 

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, transformasi, standarisasi. 
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Abstract 

 The correlation of Islam and country undergoes three phases, from the 

tensing phase in the form of mutual suspicion of discrimination until the awareness 

phase will need for the establishment of a prosperous country. The government 

adopted accomodation politics in enforcing Islamic law as a source of law. Fatwa 

of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) is 

transformed into national law to fill the legal void in the activity of Sharia financial 

institution. Fatwa non binding then it is forcing to be implemented. Interpretation 

of the fatwa results an activity model tending to be the same as conventional 

product and matching them with Sharia product. Not all public needs are 

accommodated and existing product is not competitive toward conventional 

bangking products. Therefore, the problem is formulated to be (1) Why happened 

transformation of fatwas of DSN-MUI into positive law? (2) How about 

transformation model of fatwas of DSN-MUI into positive law? (3) How about 

obstacle and opportunity of fatwa transformation of DSN-MUI into positive law? 

 This research is a library research primary sourcing in the form of a 

regulatory instrument of Sharia financial institution which is a shape of fatwa 

transformation of DSN-MUI absorbed to be regulatory instrument of Sharia 

financial institution. The data that have been accumulated are managed by the 

qualitative method and the data are analyzed by descriptive-analysis. The data are 

described using the juridical-philosophical approach. The data are analyzed by 

Islamic law politics. A country guarantees the right to religion for Muslims by 

giving legislative accommodation.  

 The results of this research are external and internal factors of fatwa 

transformation of DSN-MUI. An external factor, MUI has a close relationship with 

the government. This close relationship are causing fatwa of DSN-MUI most widely 

for influencing than other fatwa institutions. An internal factor, fatwa is responsive 

toward public phenomenon developing. Fatwas that are responsive and 

accomodating according to configuration of Indonesian democratic politics are 

selected to fill the void in Sharia economic law. The form of fatwa transformation 

is legalization and substance. The form of legalization is fatwa legalizing in 

transformation so that it can refer to the substance of the fatwa even though it is 

not included in the transformation resullts. The form of the substance is 

transformation containing the substance of the fatwa as a whole. Fatwa 

transformation by that form is causing obstacle development products of Sharia 

financial institution (LKS) in showing its specificity from conventional product. The 

opportunity of fatwa transformation is awakening awareness mujtahid of DSN-MUI 

to give formulation of economic fiqh which is suitable with Indonesian identity, and 

do cultural reformation in step with its vision for being Sharia in public economy.  

Keyword : Fatwa of DSN-MUI , Transformation, Standardization. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Al-Quran dan hadis merupakan pedoman umat Islam dalam segalaii aspekii 

kehidupan, ii yangii meliputiii bidangii sosial, ii ekonomi, ii politik, ii danii hukum. 

ii Ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran tidak lebih dari 15% dari 6.326 ayat.1 

Jumlah ayat hukum merupakan masalah khilafiyah2 di kalangan mufassir.3 Ayat 

hukum dalam Al-Quran sebanyak menurut Ali Ash-Shabuni sebanyak 225 ayat,4 

dan menurut Ali Al-Says sebanyak 350 ayat. 5  Bahkan, menurut At-Tahlawi 

sebanyak 148 ayat.6 Perbedaan pendapat tersebut terdapat pada aspek klasifikasi 

ayat hukum secara tekstual dan kontekstual.  

 
1  Departemeniiii Agama, ii ii Al-Quranii daniiii Terjemahii (Jakarta: ii ii Yayasaniiii 

Penyelenggaraii Penerjemah/Penafsirii Al-Quran, ii ii 1965). ii 

 
2 Khilafiyah berasal dari bahasa Arab, yakni khilaf yang berarti perbedaan, perselisihan,  

kontroversi, dan kontradiksi. Dalam hukum Islam, ikhtilaf adalah perbedaan pendapat ulama dalam 

masalah-masalah fikih yang tidak prinsipil. Lihat Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam 

(Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), III: 920. 

 
3 Mufassir berasal dari isim fa’il فسر-   يفسر  -  مفسر yang berarti ‘orang yang memberi tafsiran’. 

Lihat Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia, Ahmad Warson Munawwir (Surabaya: Penerbit 

Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1055.  

 
4  Muhammad Ali as-Sabuni, Rawa’iul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur’an 

(Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980), I: 621-627.  

 
5 Ali al-Sayis, Tafsir Ayat al-Ahkam (Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t.), I: 243-246.  

Lihat juga A. Wardi Muslich, “Ayat-Ayat Pidana dalam Al-Quran”, Jurnal Al-Qalam Vol. XVIII: 

90-91, hlm. 51.  

 
6 Abu Za’far Ahmad at-Tahawi, Ahkam al-Qur’an (Istanbul: t.p, 1995), hlm. 487-491. 

Lihat juga Ahmad Sholihin Siregar, dkk. “Kontruksi Ayat-Ayat Hukum (Konsep dan Dasar Seleksi 

Ayat Hukum menurut At-Tahlawi)”, Jurnal Al-Manahij, Vol. XI: 1 (2017), hlm. 9.    
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Kompleksitas permasalahan masa sekarang belum dijawab dengan jelas oleh 

ayat-ayat hukum yang terbatas. Perkembangan zaman bidang sains dan tekonologi 

menimbulkan permasalahan baru dalamii berbagaiii bidangii sepertiii 

agama,ipolitik, iiekonomi, danii iibudaya menjadi keterbatasan keilmuan seorang 

mufti dalam merumuskan permasalahan. Permasalahan tersebut tidak cukup 

dipecahkan secara individual oleh mufti, karena harus melibatkan kontribusi para 

pakar dalam perspektif yang berbeda. Dalam merespon permasalahan tersebut, 

muftiii samaii kedudukannyaii denganii iihakim, yaituii menyampaikanii hukumii 

kepadaii iiumat.7 

Ijtihadii kolektifii dianggapii sebagaiii solusiii terhadapii krisisii pemikiranii 

dalamii duniaii Islam yang dapat memecahkan iimasalah-masalahii iimodern 

danikontemporer iiyang iikompleks, iidapat meminimalisasi fanatisme mazhab, 

serta menghindari silang pendapat. Ijtihad kolektif akan menawarkan lebih banyak 

pilihan kualitatif kerena pandangan kolektif lebih baik dari pandangan individual.8 

Ijtihadii kolektifii diii berbagaiii belahanii duniaii termanifestasikanii dalamii 

berbagaiii bentukii lembagaii iiijtihad. iiDi iiIndonesia, ijtihadii kolektifii yangii 

menghasilkanii fatwaii kolektifii tersebutiiberbentukii iiorganisasi-organisasiii 

 
7 Amirii iiSyarifuddin, iiUsulii iiFiqh 2 (Jakarta: iiKencana, ii2014), iihlm. 488.  

 
8 Yudianii iiWahyudi, iiHukum iiIslam iiAntara iiFilsafat iidan iiPolitik (Yogyakarta:ii 

Pesantrenii Naweseaii Press, ii ii2015), hlm. 55.  

  



3 

 

  

keagamaan iibesar, iiseperti Muhammadiyah, 9  Nahdatul Ulama (NU), 10  dan 

Majelisi Ulamai Indonesiai i (MUI).11 

Fatwa-fatwai yangi dikeluarkani olehi lembaga-lembaga fatwa tersebut 

mencakup berbagai bidang dalam menjawab fenomena-fenomena yang terjadi di 

masyarakat, termasuk ekonomi syariah. Ekonomi syariah beberapa tahun terakhir 

menjadi sorotan dari berbagai elemen masyarakat isu-isu yang tiada henti menuai 

kebutuhan hukum dalam menerapkan kegiatannya. Bahkan,  Nahdlatul Ulama telah 

mengeluarkan 74 fatwa ekonomi syariah pada tahun 2020, terhitung bulan Januari- 

15 Oktober 2020. Fatwa-fatwa ekonomi syariah yang di keluarkan Nahdlatul Ulama 

merespon fenomena hangat, seperti investasi emas, vtube, dinar dan dirham, bisnis 

berbasis 4.0, serta berkaitan dengan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah. 

 
9 Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan padaii tanggalii ii18 iiNovember 

1912 Masehi yang bertepatan iidengan ii8 Zulhijah 1330ii Hijriah. Adaii duaii tujuanii pendirian 

Muhammadiyah, iiyaitu menyebarkanii pengajaran Kanjengii Nabiii Muhammadii SAWii kepada 
pendudukii bumiii puteraii diii dalamii regentieii Djogjakarta danii memajukanii halii agama Islam 

kepadaii iianggota-anggotanya. ii Penyebutan daerah Yogyakarta bertujuan memperoleh izin dari 

pemerintah Belanda. Lihat iiM. Rusliii iiKarim, ii Muhammadiyahii dalamii Kritikii dan Komentar 

(Jakarta: ii iiRajawali, ii1986), hlm. 5. Pemberian namaii Muhammadiyahii diharapkanii setiap 

anggotaii Muhammadiyahii dalamii kehidupanii beragamaii danii bermasyarakatii dapat 

menyesuaikanii diriii denganii pribadiii Nabiii Muhammadii SAW, ii danii menjadiii organisasi 

akhir iizaman. iiLihat iiMajelis iiPendidikan iiTinggi, iiPenelitian iidan iiPengembangan iibekerja 

sama iidengan iiLembaga iiInformasi PP iiMuhammdiyah, I Abad Muhammadiyah (Jakarta: 

PenerbitiKompas, i2010), hlm. 26. i 

 
10 Nahdatul Ulama (NU) didirkan oleh KH. Hasyim Asyari pada tanggal 31 Januari 1926 

M. Nahdatul Ulama artinyaii adalahii kebangkitanii paraii iiulama. Kelahiran NU iiberkaitan iierat 
denganii sejarahii masuknyaii Islamii keii iiIndonesia, iidan budaya pra Islam. Lihatii Einar 

MiiSitompul, iiNahdlatul iiUlama iidan iiPancasila (Jakarta: ii Pustakaii Sinarii iiHarapan, 1989), 

hlm. ii64-67.  

 
11 Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan iitempat iibermusyawarahnya iipara ulama. 

Zu’amaiidan cendikiawan musilm, iiyang iitertuang iidalam iisebuah “Piagamii Berdirinyaii MUI” 

pada iitanggal ii26 iiJuli ii1975. iiMUI iimemiliki iiperan iikhusus iidalam iiperkembangan hukum 

Indonesia, khususnyaii iihukum Islamii iiantara iilain iimelaluiiiii iifatwa-fatwanya. Lihat H. A. 

Dzajuli iidan iiYadi iiJanwari, iiLembaga-lembaga iiPerekonomian iiUmatii iiSebuah Pengenalan 

(Jakarta: ii PT. Rajaii Grafindo iiPersada, ii2002), iihlm. 6.   
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Fatwa-fatwai yangi berkaitani dengani lembagai ikeuangan syariahi sebanyak 14 

fatwa dari 74 fatwa. 

 Fatwa-fatwa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama 

merespon fenomena-fenomena ekonomi masyarakat secara menyeluruh, baik dari 

kegiatan ekonomi pertanian, pedagangan, dan keuangan. Berbeda dengan iMajelis 

Ulamai iIndonesia, ifatwa-fatwai ekonomi syariah yang di keluarkan hanya 

merespon permasalahan kegiatan ekonomi lembaga keuangan syariah. Fatwa-

fatwai Dewani Syariahi Nasionali Majelisi Ulamai Indonesiai (DSN-MUI) 

merupakan respon terhadap ipertanyaan-pertanyaani yangi diajukani ioleh 

lembagai keuangani isyariah. DSN-MUI dibentuk untuk menumbuhkembangkan 

penerapan nila-nilaii isyariah, mengeluarkani fatwai yangi berhubungani idengan 

jenis-jenisi ikegiatan, produki dani jasai keuangani isyariah, termasuki jugai bank-

banki isyariah. 12  Dewan ini dibentuk untuk menangani permasalahan 

perekonomian yang sedang berkembang. 

Lembaga fatwa Muhammdiyah, Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama 

Indonesia merupakan lembaga  yang berpengaruh besar bagii umati Islami idi 

Indonesia. iFatwa-fatwai yangi dikeluarkani pun  dapat mempengaruhi kebijakan-

kebijakan pemerintah, termasuk dalam menyusun instrumen hukum. Namun, 

negara menetapkan fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai acuan primer dan tunggal 

instrumen peraturan bagi lembaga keuangan syariah. Fatwa-fatwa DSN-MUI 

 
12 M. Cholilii iiNafis, iiTeori iiHukum iiEkonomi iiSyariah (Jakarta: ii iiUI Press, ii2011), 

hlm. 4  
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ditransformasikan ke dalam hukum positif berdasarkan pasal 26 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.13  

Sehingga, ifatwa-fatwa DSN-MUIi bersifat mengikat terhadap lembaga 

keuangan syariah. Dengan demikian, kedudukani fatwai iDSN-MUI idalam sistemi 

hukumi ekonomi dii iIndonesia adalahi sebagai perangkati iaturan kehidupani 

masyarakati yangi bersifati mengikati bagii Banki Indonesiai isebagai regulator, 

yaitui adanyai kewajibani agari materii muatani yangi iterkandung dalami fatwai 

MUIi dapati diserapi dani ditransformasikani dalami imerumuskan prinsip-prinsipi 

syariahi dalami bidangi perbankani syariahi menjadii iimateri muatani peraturani 

perundang-undangani yangi memilikii kekuatani hukumi dan mengikati iumum.14 

Penelitian ini menelaah fatwa-fatwa DSN-MUI yang bersifat tidak mengikat, 

namun dijadikan negara sebagai acuan primer dan tunggal instrumen peraturan bagi 

lembaga keuangan syariah melalui transformasi ke hukum nasional. Fatwa- fatwa 

DSN-MUI menuai kritik dari filosofis dan praktis. Secara filosofis, M. Atho 

Mudzhar melihat bahwa revitalisasi maqasid asy-syariah direpresentasikan secara 

nyata dalam iinaskah iifatwa-fatwa. Dari penggunaan kaidah fikih, fatwa-fatwa 

DSN-MUI belum menggunakan kaidah fikih yang menunjang validitas dan kejituan 

fatwa dalam menjawab permasalahan.  

 
13 Bunyi ayat: Fatwa sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank 

Indonesia. 

 
14  Ahyarii Ariii Gayoii danii Adeii iiIrawan iiTaufik. ii “Kedudukan iiFatwa iiDewan 

Syariah Nasionalii iiMajelis iiUlama iiIndonesia iidalam iiPerkembangan iiBisnis iiPerbankan 

Syariah (Perspektifii iiHukum iiPerbankan iiSyariah)”. Jurnalii Rechtsii iiVinding, Vol. 1: 1 

(Agustus 2012) hlm. 267.  
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Secara praktis, fatwa-fatwa DSN-MUI menimbulkan kesan kaku dan duplikasi 

dari produk-produk lembaga keuangan konvensional. Metode akomodatif dan 

asimilasi yang digunakan dalam menginterpretasikan fatwa menghasilkan model 

kegiatan yang cenderung sama dengan produk-produk konvensional dan 

mencocok-cocokkanya dengan produk syariah.15 iKontrak-kontraki bisnisi dalami 

muamalati tidaki diterapkani sepertii praktiki iasalnya, tapii hanyai diambili 

iprinsipnya, dani diterapkani untuki sesuatui iyang berbeda.16 iAkibatnya, tidaki 

semuai kebutuhani masyarakati terakomodasii idan produki yangi adai tidaki 

kompetitifi terhadapi iproduk-produki iperbankan konvensional. 17  Kekakuan 

tersebuti mencederai prinsip fleksibilitas fikih muamalat. 

B. Rumusan Masalah 

Adapunii pokok permasalahan dalamii iipenelitian iiini iiadalah fatwa 

iiDSN-MUIii yang kemudian iidiserap ke iidalam iiperaturan iiperundang-

undangan. Pokok permasalahan tersebut diuraikan untuk lebih fokus dan spesifik 

sebagai berikut: 

1. Mengapa terjadi transformasi fatwa-fatwa DSN-MUI ke hukum positif? 

2. Bagaimana model transformasi fatwa-fatwa DSN-MUI ke hukum positif?  

 
15 Selengkapnya lihat Abdul Mujib, “Pola Interpretasi Norma Fiqh Pada Produk Perbankan 

Syari’ah Indonesia”. Jurnal Asy-Syir’ah, Vol. 43: 1, (2009).  

 
16 Zaim Saidi, Tidak Syariahnya Bank Syariah, cet. Ke-6 (Yogyakarta:  Delokomotif, 2019), 

hlm. 105. 

 
17 Muhammad Yasir Yusuf, “Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian Terhadap 

Fatwa MUI, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama,” dalam Atho Mudzhar, dkk., Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan (Jakarta: Badan Diklat 

dan Litbang Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 379  



7 

 

  

3. Bagaimana hambatan dan peluang transformasi fatwa-fatwa DSN-MUI ke 

hukum positif?  

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Adapunii iitujuan iidilakukannya iipenelitian iiFatwa-Fatwaii iiDSN-MUIii 

sebagaiii Fikih Ekonomi di Indonesia: 

1. Menganalisis transformasi fatwa-fatwa DSN-MUI ke hukum positif.   

2. Mengatahui model transformasi fatwa-fatwa DSN-MUI ke hukum positif. 

3. Mengetahui hambatan dan peluang transformasi fatwa-fatwa DSN-MUI ke 

hukum positif.  

 

Kesimpulanii danii saranii iiyang iidiperoleh iidari iiproses iiidentifikasi 

permasalahanii danii iianalisis iidata iipenelitian iidiharapkan 

mempunyaiikegunaan iibaik iiuntuk iikalanganii iipraktisi iimaupun akademisi. 

1. Untukii kalanganii iipraktisi, iihasil iipenelitian iiini iidiharapkan iidapat 

digunakanii iisebagai iimasukan iibagi sistem hukum ekonomi, Majelis 

Ulama Indonesia, dan stakeholders lembaga keuangan syariah terhadap 

kegiatan usaha iilembaga iikeuangan iisyariah, serta masyarakat yang 

menggunakan jasa keuangan syariah. 

2. Untukii iikalangan iiakademisi, iihasil iipenelitian iiini iidiharapkan dapat 

memberikan sumbangsi teoritis fikih ekonomi, bahanii iidan iidasar 

penelitian iilebih iilanjut, iibahan kepustakaan, iiserta membentuk 

pemahaman dan pengembangan hukum Islam, serta 
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3. Untuk sosial-ekonomi, hasil penelitian ini diharapkan membentuk prilaku 

sosial-ekonomi masyarakat yang penuh dengan nilai-nilai keadilan. 

 

D. Telaah Pustaka 

Legislasi fatwa-fatwa DSN-MUI menuai perhatian sehingga menarik untuk 

dikaji. Prinsip syariah dalam produk fatwa harus dipatuhi oleh lembaga keuangan 

syariah, serta wajibnya pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Selama tiga 

dekade produksi fatwa, implementasinya dalam kegiatan keuangan belum 

menunjukkan hasil yang memuaskan berbagai kalangan. Untuk itu, tema ini banyak 

dikaji demi menuai hasil yang dapat menyimpulkan permasalahan yang ada. 

Penelitian Tuti Nurhasanah dengani juduli “Transformasii Fatwai iDewan 

Syariahi Nasionali Kei Dalami Hukumi iPositif” menuturkan fatwa mengalami 

perubahan wujud dan fungsi ketika telah bertransformasi ke hukum positif. 

Transformasi fatwa mengalami pengalihan prinsip hukum, hukum substantif, dan 

hukum acara. Ada 15 PBI yang memuat fatwa DSN-MUI sebagai rujukan.18 Secara 

sosiologis, transformasi fatwa disebabkan oleh interaksi elit Islam dan elit penguasa, 

serta perbankan yang menunjukkan gejala mendunia. Menurutnya, transformasi 

fatwa DSN-MUI menimbulkan  dampak positif terhadap eksistensi perbankan 

syariah yang beroperasi dengan prinsip syariah, serta DSN-MUI dapat responsif 

terhadap permasalahan di masyarakat guna berkembangnya hukum Islam di 

Indonesia secara umum. 

 
18 Selama 2008-2013. Selengkapnya lihat Tuti Hasanah, “Transformasi  Fatwa Dewan 

Syariah Nasional ke Dalam Hukum Positif,” Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 16:2 

(Desember 2016), hlm. 170-172. 
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Artikeli Solehi Hasani Wahidi yangi berjuduli “Polai Transformasii iFatwa 

Ekonomii Syariahi iDSN-MUIi dalamii Peraturani iPerundang-Undangani idi 

Indonesia” menyebutkan dua polai itransformasi, yaitu copyi pastei dan substansif. 

Pertama, pola copy paste dengan menyalin judul-judul fatwa. Kedua, pola subsantif 

dengan menerjemahkan ketentuan-ketentuan fatwa kei dalami ibentuk yangi lebihi 

ioperasional. Penyerapani fatwai iDSN-MUIi dalami iperaturan perundang-

undangani merupakani bentuki penerjemahani darii isii iketentuan fatwai yangi 

secarai operasionali belumi dapati diterapkani secarai ilangsung dalami kegiatani 

lembaga keuangan syariah.19  

Selanjutnya, penelitiani Ahyari Arii Gayoi berkesimpulan bahwa 

kedudukani Fatwai Dewani Syariahi Nasionali Majelisi Ulamai iIndonesia berperan 

sebagai pedoman Perbankan Syariah atas amanat darii iUndang-Undang Nomori 

21i iTahun 2008i tentangi Perbankani iSyariah. Dalami penerapani ifatwa DSN-

MUIi terdapati beberapai hambatani yangi ditemuii dalami ikegiatan perbankani 

isyariah, antarai laini fatwai yangi suliti untuki diterjemahkani iatau suliti 

diaplikasikani dalami peraturani iperbankan, sertai fatwai iDSN-MUIi iyang tidaki 

selarasi dengani hukumi ipositif.20 

Kemudian, penelitian Andi Fariana mengungkapkan munculnya peraturan 

perundang-undangan Perbankan Syariah, dan Asuransi Syariah menyebabkan 

butuhnya solusi atas permasalahan pada prinsip syariah. Maka, fatwa DSN-MUI 

 
19  Soleh Hasan Wahid, “Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam 

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” Ahkam, Vol. 4:2 (November 2016), hlm. 196. 

 
20 Ahyarii iiAri iiGayo iidan iiAde iiIrawan iiTaufik. ii “Kedudukan iiFatwa, hlm. 274. 
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perlu ditransformasikan ke dalam hukum positif agar mempunyai kekuatan yang 

mengikat. Fatwai MUIi merupakani kaedahi dani asasi yangi dianggapi ipenting 

dani diperlukani dalami rangkai memperlancari aktivitasi ekonomii isyariah, 

apakahi bentuknyai telahi ditransformasii kei dalami peraturani iperundang-

undangani ataupuni belumi iditransformasikan.21 Menurutnya, fatwai iDSN-MUI 

yangi merupakani fatwai yangi dikeluarkani olehi lembagai yangi imemiliki 

pengaruh bagi umat Islam di Indonesia adalah satu-satunya solusi dalam 

memecahkan permasalahan pada lembaga keuangan syariah.  

Buku yang ditulis oleh Yenii Salmai Barlintii berjudul Kedudukani iFatwa 

Dewani Syariahi Nasionali dalami Sistemi Hukumi Nasionali dii iIndonesia.22 

Buku tersebut menjelaskan tentang fatwai iDSN-MUIi mempunyai kedudukan 

dalami sistemi hukumi dii Indonesiai setelah legislasi dan transformasi ke dalam 

Peraturan Bank Indonesia.  

Berdasarkan hasil telaah pustaka di atas, penelitian lebih ditekankan pada 

kualitas fatwa perspektif metodologi dan urgensi fatwa DSN-MUI dalam sistem 

hukum nasional. Penyusun tidak menemukan kajian tentang mengindonesiakan 

fikih muamalat melalui legislasi fatwaii iiDSN-MUIii iiyang merupakan payung 

hukum kegiatanii usaha lembagaii keuanganii iisyariah. Untuk itu, penyusun 

 
21 Andiii iiFariana. “Urgensiii Fatwaii MUIii iidalam iiPembangunanii iiSistem iiHukum 

iiEkonomi iiIslam iidi iiIndonesia”. iiJurnal iiAl-Hikam, iiVol.12: 1 (2017), hlm. 101. 

 
22 Yeniii iiSalma iiBarlinti. iiKedudukan iiFatwa iiDewan iiSyariah iiNasional iidalam 

iiSistem iiHukum iiNasional iidi iiIndonesia (Jakarta:ii iiBadan iiLitbang iidan iiDiklat 

iiKementerian iiAgama iiRI, ii2010). 
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merasa perlu melakukan penelitian mengenai perkembangan fikih Indonesia bidang 

bisnis.  

E. Kerangka Teoretik 

1. Politik Hukum Islam 

Hukumi Islami merupakani salahi satui sumber hukumi dii iIndonesia. 

Jaminan menjalankan ajaran Islami yangi diberikan negara termaktub dalam 

Pancasila dan UUD 1945 Pasali i28Ei ayati (1) i dani i (2), sertai Pasali i29.23 

Jaminan tersebut diambil oleh kaum tradisionalis untuk memberlakukan 

politik Islam secara ekslusif dengan memberlakukan hukum Islam secara 

nasional. Hukumi Islami merupakani thei livingi lawi yangi secarai ikonsep 

ilmui hukumi seharusnyai iditerapkan, dan untuk menerapkannya adalah 

dengan berjuangi dalami bingkaii politiki hukumi agari inilai-nilaii iislami 

dapati mewarnaii bahkani dapati menjadii materii dalami produki ihukum 

terutamai dalami lapangani hukumi iprivat.24  

Perjalanan arahi dinamikai hukumi Islam idan iprosesi itransformasi 

hukumi Islami telahi berjalani sinergis isearahi dengan idinamikai politiki idi 

 
23  Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih 

pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaan, memilih tempat tinggal di 

wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak Kembali, Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Setiap 

orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati 

nuraninya, Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) 

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan 

beribadah menurut kepercayaan agamanya masing-masing, Pasal 29 UUD 1945. 

 
24 Moh. Mahfudz MD, “ Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi antara Hukum Barat dan 

Hukum Islam , Al-Jami’ah Journal of Islamic Studies State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan 

Kalijaga, Vol. 6:63 (1999), hlm. 44. 
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Indonesia.25 Masa saling curiga antara Islam dan negara hingga harmonisasi 

Islam dan negara dengan memberikan akomodasi-akomodasi oleh negara 

kepada Islam. Pada masa orde baru, aspirasi umat Islam mendapat akomodasi 

legislatif, yaitu terbentuknya iUndang-Undangi Nomori 1 Tahuni i1974 

tentangi Perkawinani dani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama. Politik akomodasi mulai mewarnai transformasi hukum 

Islam di Indonesia. 

Bagi ipemerintah, politik iakomodasii dilaksanakani karenai iminimal 

tigai ialasan, yaitui pemerintahi sudah imenganggapi bahwa iIslamii\bukan 

kekuatiran politik yang dapat mengancam stabilitasi inasional, ipemerintah 

memerlukani dukungani umati Islami yangi merupakani kelompoki mayoritas, 

dan agar pemerintahi lebihi mengaturi umati iIslam.26 Bagi umat Islam, politik 

iakomodasii dilaksanakani karenai umati Islami memilikii aksesi yangi cukupi 

dalam ipengambilan ikebijaksanaan iinasional, sehinggai iumat Islam itidak 

ilagi imenjadi ipemaini politiki ipinggiran, sertai sebagaii imbalani kepadai 

pemerintahi atasi kebijaksaannyai yangi sudahi imulai memperhatikani Islami 

atau iminimali tidak imemusuhii iIslam.27 

Politik Hukum Islam adalahi ilmui yangi membahasi iteori-teori 

legislasii hukumi Islami dani penerimaannyai sebagaii sumberi iotoritatif 

 
25 Kamsi, Politik Hukum dan Positivisasi Syariat Islam di Indonesia (Yogyakarta: Suka 

Press, 2012), hlm. 293.  

 
26 Ibid., hlm. 73.  

 
27  Koesno, “Pokok Persoalan Hukum Kita Dewasa Ini,” dalam Abdurrahhman, Tujuh 

Puluh H. A. Mukti Ali (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993), hlm. 114.  
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dalami tatai hukumi suatui inegara.28 iPolitik ihukum Islami merupakan upayai 

kebijakani pemberlakuani hukumi Islam isebagai isalahi satui ihukum yangi 

hidupi dalami imasyarakat, yaitui dengani memperhatikani itentang 

kebhinekaani i (pluralitas), dani dalami prosesi pemberlakuani iharus 

memperhatikan ipulai ataui berorientasi ikepadai kepentingani bangsai iatau 

nasionali i (integritas), artinyai terlayaninyai segalai segii kehidupani itanpa 

menimbulkani goncangani dani ikeresahan, tanpai ipaksaan, dani itetap 

menghormatii inilai-nilaii esensiali yangi mengandung isifati ikeragaman.29 

Menurut Islmail Suny, kedudukani hukumi Islami idalam 

ketatanegaraani Indonesiai dibagi menjadi duai iperiode, yaitu (1) iperiode 

penerimaani hukumi Islami sebagaii sumberi ipersuasif, dani (2) iperiode 

hukumi Islami sebagaii sumberi iotoritatif. 30  Menurutnya, politiki ihukum 

Islami Indonesiai merupakani penerimaani hukumi Islam isebagaii isumber 

hukumi secara historis. Berbedai dengan Ija Suntana, politiki hukumi iIslam 

Indonesiai adalahi kebijakani hukumi (legal policy) yangi akan iataui itelah 

dilaksanakani secara inasionali olehi pemerintahi Indonesiai yang 

mengandung empat komponen, yaitu pembangunan hukum, pembaharuan 

hukum, penegakan hukum, dan pembinaan penegak hukum.31 

 
28 Ija Suntana, Politik Hukum Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 1  

 
29 Kamsi, Politik Hukum dan Positivisasi, hlm. 234.   

 
30 Ismail Suny, “Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam,” 

dalam Cik Hasan Bisri, Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia (Bandung: Ulul Albab Press, 

1997), hlm. 40. 

  
31 Ija Suntana, Politik Hukum Islam, hlm. 16.  
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Adai dua ikarakteri produki ihukum, yaitui responsifi ataui ipopulistik, 

dan konservatif atau ortodok. Ada empat indikator untuk mengkualifikasikan 

produki hukumi itu responsifi ataui ikonservatif, yaitui prosesi ipembuatan 

hukum, isifat,  fungsii ihukum, dani kemungkinani penafsirani terhadap 

produki ihukum.32   

 Jikai dilihati darii ifungsinya, hukumi responsif ibersifati iaspiratif, 

artinyai memuati imateri-materii secara iumumi sesuaii idengan 

kehendaki masyarakati yangi idilayaninya. Sedangkani ihukum 

konservatifi bersifati ipositivis-instrumentalis, artinyai muatani imateri 

lebihi merefleksikani visi isosiali dani pemegangi ikekuasaan. iJika 

dilihati darii ipenafsirannya, modeli hukumi responsifi sedikiti memberii 

peluangi kepada ipemerintahi untuki penafsirkani isendiri melaluii 

peraturani ipelaksanaannya. iSebaliknya, hukumi ikonservatif memberii 

peluangi iseluas-luasnyai kepadai pemerintahi iuntuk menafsirkan.33 

 

Berkaitan dengam kontribusii hukumi Islami dalami hukumi inasional 

dii iIndonesia, makai terdapati 3i (tiga) i polai legislasii hukum iIslamiidalam 

peraturani iperundang-undangani inasional, iyaitu: (1) hukumi Islami berlakui 

untuki setiapi wargai negarai dengani beberapai pengecualiani i(polai 

unifikasii dengani ideferensiasi), (2) hukumi Islami diundangkani idan hanyai 

berlakui bagii umati iIslam, (3) hukumi Islami yangi masuki idalam peraturani 

iperundang-undangani nasionali dani berlakui untuki isetiap warganegara.34 

 
32 Makhrus Munajat (ed.), Politik Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: Fakultas Syariah 

Press UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 64. 

  
33 Ibid., hlm. 44-45. 

 
34 Kamsi, Politik Hukum dan Positivisasi Syariat, hlm. 251.  
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Adapun posisi hukum Islam berperan dalam mengisi kekosongan hukum dan 

kontribusi nilai aturan hukum pada hukum positif.\ 

 

2. Fat} Az|-z|ari’ahi 

Secarai ibahasa, fat} iaz|-z|a@ri’ahi adalah bentuk mud{af-mud}af ilaihi yang 

terdirii darii duai ikata, yaitui fat} (فتح) dani az|-z|ari’ah (الذريعة). Fat} iberasal 

darii katai kerjai يفتح  -فتح  yangi berartii imembuka. Sedangkan az|-z|ari’ah 

berarti sarana, wasilah, dan jalan.35 Fat} az|-z|a@ri’ah adalahi sebuah iimetode 

hasili pengembangani darii konsepi fat} az|-z|a@ri’ah, diai bermaknai isarana, alati 

dani ataui wasilahi itu iwajibi untuki dimunculkan idani dipakaii apabilai hasili 

dari isuatu iperbuatan iyangi menggunakani isarana, alati idan ataui wasilahi 

tersebuti menghasilkani kemaslahatani dan iikebaikan, hali iini dikarenakani 

realisasii kemaslahatani yangi merupakani bagiani darii maqasidi iasy-syariah 

itui isendiri.36 

Satui darii sekiani tujuani pemberlakuani hukumi Islam iadalahi iuntuk 

menghindarii kerusakani ataui mafsadahi dan imewujudkani ikemaslahatan, 

karenai itulahi terkaiti dengani saranai dani ataui wasilahi suatui iperbuatan, 

jikai suatui perbuatani didugai kuati akani menghasilkani suatui ikebaikan dani 

mewujudkani ikemaslahatan, makai hali apapuni yangi menjadii isarana dani 

ataui wasilahi darii perbuataniiitui wajibi untuki diadakani idan dimunculkan, 

 
35  Louis Ma’luf, Al-Munjid fi@ Al-Lughah wa Al-A’la@m (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 

hlm. 234. 

 
36 Wahbah az-Zuhaili, Us}u@l al-Fiqh al-Isla@mi@ (Beirut: Dar al-Fikri al-Muasir, 1986), II: 173.  
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dengani katai laini adanyai adalahi suatui ikewajiban.37 Kaidahi dasari darii 

metodei ijtihadi ini iiadalah: 

بما لا يتم الواجب الا به فهو واج  

“Apabilai (pelaksanaan) i suatui kewajibani tidaki bisai sempurnai itanpa 

disertaii adanyai keberadaani suatui hali yangi ilain, makai hali yangi ilain 

itui puni (menjadi) i wajibi untuki idiadakan” 

 الأمر با لشيئ امر بوساءله  

“Perintahi untuki melaksanakani isesuatu, berkaitani jugai idengan 

perintahi untuk imengadakani isarana, alati dani wasilahi iterkait 

pelaksanaani perintahi itersebut”\ 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pengumpulan Data 

Berdasarkanii jenisnya, ii penelitianii iniii merupakanii penelitianii 

pustaka (libraryii research). ii Penyusun melakukan penelitian terhadap 

sumber-sumberii dataii iiyang iiberasal iidari iibahan-bahanii iitertulis berupai 

iregulasi, ijurnal, tugasi iakhir, ibuku, dani ibahan-bahani itertulis lainnyai 

yangi mempunyaii relasii dengani ipenelitian iini. 

Sumberii dataii dalam iipenelitian iiterdiri iidari iisumber  iiprimer dan 

iisekunder. Sumberii primerii penelitianii iniii merupakanii objeki penelitian, 

 
 

37 Nurdhin Baroroh, Metamorfosis Illat Hukum dalam Sad Az|-z|ari’ah dan Fat} Az|-z|ari’ah 
(Sebuah Perbandingan), Mazahib, Vol. 5:2 (Desember, 2017), hlm. 297. 
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yaitu fatwa-fatwaii Dewanii iiSyariah iiNasional iiMajelis iiUlama Indonesia 

ii (DSN-MUI) ii yang ditransformasikan ke iiperundang-undangan.  Fatwa-

fatwa yang ditransformasikan tersebut merupakan sumber data primer. Adapun 

sumber sekunder penelitian ini berasal dari hasil-hasil penelitian, regulasi 

hukum ekonomi Islam, jurnal, buku yang mendukung sumber primer. 

2. Analisis Dataii  

Data-dataii penelitian iiyang iitelah iiterkumpul akani idikelolah 

dengani metodei ikualitatif, dani dianalisisi secarai ideskriptif-analitis. Data 

dideskripsikan menggunakan pendekatan politik hukum Islam. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Penyusun membagiii iilaporan penelitianii menjadi lima bab pembahasan 

agarii iisistematis iidan iimempermudah penulisan serta iimendapatkan kesimpulan 

iiyang iisesuai iidengan iipokok iipermasalahan. iiPembahasan disusun iisebagai 

iiberikut: 

Bab Iii  Pendahuluan tesis yang terdiriii dariii latarii belakangii penelitian, 

pokokii masalahii penelitian, tujuanii danii kegunaanii penelitian, 

telaahii pustaka,ii kerangka iiteoretik, iimetode iipenelitian, iidan 

sistematika pembahasan.  

Bab IIii  membahas landasan normatif tesis ini, yaitu fatwa dari sudut 

pandang hukum Islam dan kedudukan fatwa dalam sistem hukum 

nasional serta urgensi regulasinya. 
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Bab IIIii  membahas tentang fatwa-fatwaiDSN-MUI yang ditransformasikan 

ke hukum positif. Fatwa-fatwa DSN-MUI diserap menjadi 

instrumen peraturan perbankan syariah, asuransi syariah, pasar 

modal syariah, dan surat berharga syariah. 

Bab IVii  berisi analisis fatwa-fatwa DSN-MUI menjadi mengikat terhadap 

lembaga keuangan syariah, pola transfomasi, serta peluang dan 

hambatan transformasinya.  

Bab Vii   berisiisimpulan penelitian, danisaran terhadap permasalahan iiyang 

diteliti, iiserta iidaftar iipustaka.  Terakhir, Lampiran-lampiran yang 

iiterkait iidengan iipenelitian iiini, iidan iiriwayat iihidup   penyusun. 

ii    

 



93 

 

Bab V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulani 

Posisi hukum muamalah yang melibatkan kepentingan antar manusia 

menjadikan negara memberi pelayanan kepada rakyat. Berkenan dengani iitu, 

makai konsepi pengembangani hukum iIslam iyang isecarai kuantitatifi  ibegitu 

mempengaruhi itatanani sosial-budaya, politik idan ihukumi dalami imasyarakat, 

kemudiani diubah iarahnya imenjadii kualitatifi yangi diakomodasikani idalam 

berbagaii perangkati aturani dani perundang-undangan iyangi dilegislasikani ioleh 

lembagai pemerintah idani inegara. 1  Hukum iIslami berkontribusi idalam 

pembentukan hukumi nasionali sebagaii sumber hukumi materiil. Peran ihukum 

Islami dalam ihukum inasionali adalah imengisii kekosongan hukumi dan sebagai 

sumber nilai dalam pembuatan peraturan. 

Sistemi hukumi nasional (Indonesia) adalahi sistem ihukum iyang iibukan 

berdasari agamai itertentu, tetapii memberikan tempat ikepadai iagama-agama 

yangi dianuti olehi rakyati untuki menjadii sumberi materiil (sumber bahan hukum) 

dani bukani harusi menjadi isumber ihukum iformal i (dalami ibentuk tertentu) 

menurut iperaturani iperundang-undangan.2 Bentuk hukumi Islam jika dilihat dari 

 
1 Kamsi, Politik Hukum dan Positivisasi, hlm. 242. 

 
2 Ibid., hlm. 9.  
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keberadaannya meliputi arti integral, kemandirian, fungsi filterisasi dan sumber 

hukum. Hukum Islam diakui kemampuan dan wibawanya dalam hukum nasional.  

Level penerapan hukum ekonomi syariah berada pada hierarki kedua. 

Dimana ada lima level penerapan hukum Islam pada suatu negara yang bersifat 

hierarki. Semakin tinggi level penerapannya, maka semakin tinggi level 

penerapannya, maka tinggi komitmen untuk membentuk negara Islam. Level-level 

tersebut, yaitu: 

1. Masalah-masalahi hukum iikekeluargaan, sepertii iperkawinan, perceraian, 

dan iikewarisan. 

2. Urusan-urusan iekonomi idan ikeuangan, sepertii perbankani Islami idan 

zakat. 

3. Praktik-praktiki (ritual) ikeagamaan, sepertii kewajibani imengenakan 

jilbabi bagii wanitai imuslim, ataui puni pelarangani resmii ihal-hal iyang 

bertentangani dengani ajarani iIslam, sepertii alkoholi dani iperjudian. 

4. Penerapani hukum ipidana iiIslam, terutamai bertaliani dengani ijenis-jenis 

isanksi iyang idijatuhkan ibagi iipelanggar. 

5. Penggunaan iIslam isebagai idasar inegara idan isistem iipemerintahan. 

 

Transformasi fatwa DSN-MUI sebagai sumber pembentukan peraturan 

penerapan prinsip syariah memiliki landasan secara historisitas, serta diperkuat oleh 

pendekatan politik oleh MUI. Genealogi transformasi fatwa DSN-MUI dilakukan 

untuk mengisi kekosongan hukum dalam pedoman prinsip syariah pada kegiatan 

perbankan syariah. Pendekatan substantif-integratif melalui politik menuai hasil 
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dicantumkannya nama Majelis Ulama Indonesia dalam Undang-Undang dan 

peraturani perundang-undangani sebagai ilembaga iyangi imemegang otoritasi 

menetapkan prinsipi isyariah. Kedudukan iDSNi jugai diakui iisebagai institusii 

yangi berkompeteni untuki dimintaii pendapat idalami imembuat peraturan-

peraturani perekonomiani isyariah.  

DSN-MUI dengani keahlian dalam penetapan fatwa di bidang ekonomi dan 

keuangan ditunjuk sebagai lembaga pemangku otoritas. Karena dua sisi yang 

menyatu, sehingga penyusun sebut sebagai pemangku yang memegang otoritas. 

Posisi yang dijabat oleh DSN-MUI dapat disebut sebagai lembaga fatwa semi 

pemerintah. Secara kelembagaan, MUI berdiri atas keterlibatan serta mendapat 

suntikan dana dari pemerintah. Hubungan yang dekat dengan pemerintah 

penyebabkan MUI mempunyai pengaruh luas dibandingkan Muhammadiyah dan 

NU. Sebagaii ormas iIslami terbesar ikarena ipenerimaannyai secara itulus iiatas 

negara ikebangsaan iyang iberdasar iPiancasila, makai NU idan iiMuhammadiyah 

tidaki memperjuangkani formalisasii pemberlakuani syariati Islami idalam 

kehidupani berbangsai dan ibernegarai tetapii memperjuangkan isubstansii isyariat 

iIslam yangi universali dan itolerani dengan idalil-dalili naqliyyahi idan aqliyahi 

yangi ikuat.3 

Konsep fatwa sesuai dengan konfigurasi politik demokratis dengan output 

produk hukum responsif. Fatwai iDSN-MUI sebagai idoktrini yangi dipilih sebagaii 

sumberi hukum formal ekonomi isyariah. Fatwa DSN-MUI bersifat responsif dan 

 
3 Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syariah,” Jurnal Hukum Ius 

Quia Iustium, Vol. 14:1 (Januari, 2007), hlm. 1.  
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akomodatif yang sesuai dengan konfigurasi politik demokratis Indonesia dipilih 

dalam mengisi kekosongan hukum ekonomi syariah. DSN sebagai pendorong 

penerapanii ajaranii Islamii dalamii kehidupanii ekonomi sehinggaii berperanii 

secaraii proaktifii dalamii menanggapiii perkembangan yangii amatii dinamisii diii 

bidangii ekonomiii danii keuanganii di iIndonesia.4  

Makai hukumi yangi mengabdii kepentingani inii tidaki harus iiberwujud 

satui unifikasii ihukum, tetapi iberwujudi satui kodifikasi ihukumi iyang 

mengandungi unifikasii ihukum, dalam ibidang ihukum itertentui (yangi inetral 

darii keyakinani aigama) dani mengandung idiferensiasii hukumi dalami ibidang 

hukum iyang isangat iakrabi dengani keyakinan iiagama.5 Selain itu, DSN-MUI 

mewujudkan visi dalam mensyariahkan ekonomi masyarakat yang akan berlabuh 

pada memasyarakatkan ekonomi syariah menjadi landasan langkah MUI 

memperjuangkan positivisasi syariat Islam. Perjuangan positivisasi syariat Islam 

harus masuk pada level substansialistik atau nilai-nilai dasarnya (maqa@s}id asy-

syari@’ah) dan bukan pada tataran lebel dan simbolisasi.6 Perjuangan eksklusivisme 

ekonomi syariah yang berada pada fase persuasive source menuju inklusivisme 

(fase authority source), merupakan metode fat} az|-z|ari’ah perumusan hukum DSN-

MUI. 

 
4  Asrorunii Ni’amii iiSholeh, Metodologiii Penetapanii iiFatwa, iihlm. 96. 

  
5 Ichiyanto, “Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia,” dalam Eddi 

Rudiana Arief (ed.), Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 97. 

 
6 Syafii Maarif, “Hukum Nasional, Diferensiasi dalam Unifikasi yang Dinamis,” pengantar 

dalam Kamsi, Politik Hukum dan Positivisasi Syariat Islam, hlm. xii. 
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Dalam kajian fat} az|-z|ari’ah, transformasi fatwa DSN-MUI merupakan 

sarana kontinuitas fikih ekonomi konteks keindonesiaan. Fikih keindonesiaan 

mulai dibangun pada bidang ekonomi dan bisnis melalui transformasi fatwa DSN-

MUI. Kehadiran ekonomi syariah diharapkan dapat mengurangi bahkan 

menghilangkan kemudaratan. Ekonomi syariah pun semakin urgen dalam 

perkembangan aktifitas ekonomi era globalisasi. Pendekatan substantif-interagtif 

perekonomian syariah akan merambak secara kultural. Labelisasi syariah terhadapi 

kegiatani ekonomi iyangi sesuai idengani hukumi iIslam memberi dampak positif 

kepada umat Islam. Masyarakat merasa kegiatan ekonomi syariah akan memberi 

keamanan terhadap jasa/produk yang pilih. Dari sektor keuangan, sekarang 

labelisasi usaha syariah kian meluas, seperti perhotelan dan pariwisata. Adanya 

seperangkat aturan yang harus dipenuhi dalam pemberlakuan ekonomi syariah 

merupakan langkah yang sedikit memaksa yang lambat laun akan mengalami 

kulturisasi pada masyarakat.  

Bentuk transformasi fatwa DSN-MUI adalah legalisasi dan substansi. 

Transformasi fatwa yang berkaitan dengan perbankan berbentuk legalisasi, 

sedangkan fatwa yang berkaitan dengan perasuransian dan pasar modal berbentuk 

substansi. Legalisasi dan substansi dapat dilihat dari bergantung atau tidaknya hasil 

transformasi (peraturan perundang-undangan) terhadap sumber transformasinya 

(fatwa DSN-MUI). Jika dalam implementasi prinsip syariah tidak bisa 

mengandalkan hasil transformasi, dalam arti substansi perundangan-undangannya 

tidak mengakomodasi isi fatwa secara keseluruhan. Maka, bentuk transformasi 

tersebut adalah legalisasi. Legalisasi tersebut menginstruksikan bahwa fatwa DSN-
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MUI berlaku secara formal sebagai pedoman prinsip syariah meski substansinya 

tidak termaktub dalam transformasi. Jika hasil transformasi mengakomodasi 

substansi fatwa secara keseluruhan, maka bentuk transformasi tersebut adalah 

substansi.  

Posisi fatwa DSN-MUI adalah kebutuhan prinsip syariah pada produk 

lembaga keuangan syariah. Posisi ini memberikan peluang bahkan hambatan 

terhadap perkembangan perekonomian Islam. Transformasi fatwa DSN-MUI 

merupakan peluang strategis untuk melakukan reformasi fikih ekonomi Indonesia, 

beranjak dari metodologi penetapan fatwa hingga substansi fatwa yang adaptif. 

Fikih ekonomi keindonesiaan akan sesuai dengan konteks perekonomian umat 

Islam di Indonesia. Labelisasi syariah terhadapi kegiatani ekonomi iyangi isesuai 

dengani hukum iIslami memberi dampak positif kepada umat Islam. Masyarakat 

merasa kegiatan ekonomi syariah akan memberi keamanan terhadap jasa/produk 

yang pilih. Dari sektor keuangan, sekarang labelisasi usaha syariah kian meluas, 

seperti perhotelan dan pariwisata.  

Metodologi  dan produk ijtihad DSN-MUI menjadi hambatan akan 

berkembang secara adaptif. Penetapan fatwai iDSN lebihi imempertimbangkan 

konsepi dan iprosesi transaksii sajai yangi kemudiani dikajii dengani berlandaskani 

Al-Quran, sunnahi iRasulullah, pendapat iparai iulama, dan ikaidah fikih. 

Metodologi ini memerlukan formulasi baru agar dapat menciptakan fikih ekonomi 

yang sesuai dengan watak keindonesiaan. Produk LKS harus mengikuti fatwa, 

tanpa memberi ruang untuk mengkreasikan produk yang menjadi khas dari pada 

kekhususan LKS dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Fatwa DSN 
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belum beranjak dari fikih klasik. Formulasi fatwa lebih condong kepada teks 

daripada konteks keindonesiaan sehingga belum menjawab kebutuhan ekonomi 

syariah di Indonesia.  

 

B. Saran 

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam belum 50% 

mempercayakan kegiatan perekonomiannya melalui lembaga keuangan syariah. 

Hal ini menunjukkan umat Islam belum memandang lembaga keuangan syariah 

sebagai wadah yang menjanjikan akan penerapan ajaran. Upayai imenjadikan 

hukumi Islam isebagai ibahan ibakui atau isumber ihukumi nasional iyang meliputii 

permasalahani kehidupani selaini ibadahi belumi serius iataui setidaknyai belum 

imenampakkan iihasil.7 Ketergantungan DSN-MUI terhadap fikih klasik menjadi 

penjara pemikiran dalam pengembangan hukum ekonomi syariah. DSN-MUI 

diharapkan memahami watak konteks keindonesiaan dalam kegiatan perekonomian 

masyarakat.  

Untuk mencapai target fikih ekonomi yang sesuai dengan watak 

keindonesiaan, maka DSN-MUI perlu membentuk formulasi metodologi penetapan 

hukum. Hukumi Islami sesungguhnyai bukani sistemi hukumi imatang yangi 

datangi dari ilangiti dan iterbebasi darii aluri sejarahi imanusia.8 Secara histori, 

 
7 Kamsi, Politik Hukum dan Positivisasi, hlm. 238. 

 
8 Zainul Abas, “Fatwa MUI dan Kajian Hukum Islam di Indonesia: Telaah Buku Fatwa-

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Karya M. Atho Mudzhar, dalam Atho Mudzhar dkk, Fatwa Majelis 

Ulama, hlm. 55. 
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masuknya Islam ke Indonesia melalui perdagangan tentu mempengaruhi sistem 

perekonomian di Indonesia. Bahkan, pada masa kerajaan-kerajaan aktifitas 

perekonomian masyarakat membentuk pola tertentu. Hukumi Islami adalahi ihasil 

darii interaksii manusia idani faktor isosial iyang iada idii sekitarnya.9  Faktor 

historisitas dapat menjadi sumber dan pertimbangan dalam mendalami karakter 

perekonomian masyarakat.  

Fatwa DSN diharapkan  dapat memberi formulasi hukum ekonomi syariah 

yang ke luar dari konsep klasik. DSN-MUI mendapat kepercayaan untuk 

memangku otoritas dalam menetapkan prinsip syariah bahkan dalam 

implementasinya, merupakan peluang emas dalam menunjukkan efektifitas fikih 

ekonomi dalam menjawab permasalahan perekonomian yang sesuai dengan sifat 

dari hukum Islam itu sendiri, yaitu rahmatan lil ‘alami@n. Selain segi filosofis, fatwa 

DSN-MUI juga harus dikemas dalam bentuk perundang-undangan yang baku. 

Lembaga keuangan syariah sangat potensial mengeluarkan produk baru, sedangkan 

produknya harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Peraturan ini tidak efektif jika 

harus menerapkan bentuk transformasi saat ini. DSN-MUI akan terus 

mengeluarkan fatwa sesuai dengan fenomena yang terjadi dalam lembaga keuangan 

syariah atau pun masyarakat. Untuk itu, mustahil transformasi fatwa DSN-MUI 

dilaksanakan secara terus menerus. Dengan demikian, transformasi fatwa DSN-

MUI urgen akan reformasi legislasi. 

 

 
9 Atho Mudzhar, “Social History Approach to Islamic Law,” Al-Jamiah No. 61, (1998), 

hlm. 78-87. 
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